PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR ' © TAHUN 2000

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Dacrah Nomor 6 Tahun
2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ; ;

Mengingat S F

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daeruh Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) vang telah dirubah dengan Undang - Undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) Scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang -~ Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2007 tentang

Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Dacrah Kabupaten Jepara
Tahun 2006 Nomor 6);



MEMUTUSKAN

Menetapkan - PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Dacrah adalah Daerah Kabupaten Jepara;
mmmmmmwmmmmycm

Bimﬁalwﬁupmlm

Petinggi adalah sebutan lain Petinggi di wilayah Kabupaten Jepara;

Carik adalah sebutan lain Carik di wilayah Kabupaten Jepara;

Desa adalah kesaluan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempal, berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat sctempat vang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pemerintahan Desa adalah penyelengguraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
Sistem Pemerintahan Nemxmnmkcpuhaik Indonesia:

pARs P

10. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten
Jepara untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusal dan
Dacrah yang diterima oleh Kabupaten Jepara.

11. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah Dana yang dialokasikan olch Pemerintah
Kabupaten Jepara untuk peningkatan kesejahteraan Petinggi dan Perangkat Desa yang
bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Dacrah yang diterima oleh Kabupaten Jepara.

12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah kescluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
mepmmumjmmWW
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14. P:mk&um?mphhnkwhﬂhh?ﬂmwmhmpbﬂmnyﬂ
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;

ISPMTMWNMKWmeﬂMWM
perangkat desa yang ditunjuk oleh Petinggi untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;

16. Bendahara adalah Perangkat Desa vang ditunjuk oleh Petinggi untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan
desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

17. Rencana Pembangunan Jungka Pendek (lshunan) yang sclanjutnya discbut Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun;
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18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang sclanjutnya disingkat RPJMDes adalah
dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun;

19. Pengelolaan dana Desa adalah kescluruhan kegiatan }:: meliputi  perencanaan,
penganggaran, penetausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan;

20. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan olch Bupati untuk mewujudkan pclaksanaan
Peraturan Desa secara efcktif melalui pemberian pedoman, standar pelaksanaan, monitoring
dan cvaluasi;

21. Pengawasan adalah proscs kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pelaksanaan
pengelolaan sumber pendapatan desa berjalan secara efektif sesuai yang direncanak

BAB I
AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 2

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

(2) Pengelolaan keuangan desa schagimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1
(satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal | Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

BAB IN
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 3

(1) Petinggi schagai Kcpala Pemerintahan Desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan
finisah}
(2) Petinggi sebagaimana di maksud pada ayal (1), mempunyai kewenangan :
a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
b. Menctapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
¢. Menctapkan bendaharan desa;
d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
(3) Petinggi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis

Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
4) WTMWhMKWM{FMDLMWMHﬂm

(.mk;
h Perangkat Desa lainnya.
(5) Carik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak sclaku koordinator
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada petinggi.
(6) Carik schagaimana dimaksud ayat (5) mempunyai tugas :
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Barang Desa;
c. mﬁmﬂnnmnmmmmmmnwmmm
d. Menyusun Rancangan Keputusan Petinggi tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang
APBDesa dan Perubahan APBDesa.

(7) Petinggi menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Petinggi.
BAB IV
STRUKTUR APBDesa
Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari:
a. Pendapatan Desa;



b. Belanja Desa; dan
¢. Pembiayaan Desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi scmua penerimaan
uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang
tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

(3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:

Pendapatan Asli Desa (PADesa);

Bagi Hasil Pajak Kabupaten:

Bagian dari Retribusi Kabupaten:

Alokasi Dana Desa (ADD);

Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan

Desa lainnya;

f. Hibah;
g Sumbangan Pihak Ketiga.

(4) Belanja desa scbagaimana dimaksud pada ayat |1 huruf b di atas, meliputi semua pengeluaran
dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam | (satu) tahun anggaran yang tidak
akan diperolch pembayarannya kembali olch desa.

(5) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4, terdiri dari:

a. Belanja langsung, dan
b. Belanja tidak langsung

(6) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a, terdiri dari:
a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa
¢. Belanja Modal;

(7) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b, terdiri dari:
a HelauaPWmshushnTm
b. Belanja Subsidi

¢. Belanja Hibah {Pmbutm Hibah);

i Belanja Bantuan Sosial;
Belanja Bantuan Keuangan:
f Belanja Tak Terduga:

(8) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat | huruf ¢, meliputi semua penerimaan
vang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

(9) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

(10)  Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada avat (9), mencakup:

Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;

Pencairan Dana Cadangan;

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
Pencrimaan Pinjaman.

(11) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), mencakup:
a. Pembentukan Dana Cadangan;
b. Penyertaan Modal Desa;
¢. Pembayaran Utang.
(12) Struktur APBDesa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

pEe TP

o oe
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BAB YV
PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa

Bagian Pertama
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPIMD) dan
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)
Pasal 5
(1) RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari
Petinggi yang terpilih
(2) Setelah berakhir jangka wakiu RPJMDesa, Petinggi terpilih menyusun kembali RPJMDesa
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
(3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat | diatas ditctapkan paling lambat 3 (tiga) bulan
iah Petingsi dilantik:
(4) Petinggi bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan
penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;
(5) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran
sebelumnya.

Bagian Kedua
Penetapan Rancangan APBDesa
Pasal 6
(1) Carik menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa;
(2) Carik menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Petinggi;

(3) Petinggi menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
MBFDMMMMWWWM

(4) Penyampaian rancangan Peraturan Desa schagaimana dimaksud pada ayat 3, paling lambat
bulan November tahun anggaran sebelumnya;

(5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menitikberatkan pada kesesuaian dengan
RKPDesa;

(6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum
ditetapkan oleh Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, paling lambat 3 (tiga) hari kerja
disampaikan kepada Bupali untuk dievaluasi;

(7) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat 2, ditetapkan
paling lambat 1 (satu) bulan sctelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan APBDesa
Pasal 7

(1) Bupati scbagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (7), harus menctapkan Lvaluasi Rancangan
APBDecsa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah Rancangan APBDesa diterima:

(2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melampaui batas waktu
MMnmmnWmRmumwﬂmmunghthmmadl
Peraturan Desa;
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(JJMMMWMMMWMMMM“W
BPD melakukan penyempumnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
hasil evaluasi;

(4) Apabila hasil cvaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Petinggi dan BPD, dan Petinggi tetap
WWWMMAMMWWMM
membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sckaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa
tahun anggaran sebelumnya;

{S)MMMFemmDmdmmymmhﬂahmpmuuhmmmlmﬁ
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

(6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sctelah pembatalan scbagaimana dimaksud pada ayat (5),
bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud;

(7) Pencabutan peraturan Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan
Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa;

(8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya schagaimana dimaksud
pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.

Bagian Keempat
Pelaksanaan APBDesa
Pasal 8
(1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;
(2) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa
dan wajib dicatat dalam APBDesa:
(3) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung olch bukti
yang lengkap dan sah;
{4]wwwwmmmpmmm&nmm}ﬁiwgdm
tanggungjawabnya;
(5) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditctapkan dalam peraturan
desa;

(6) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilskukan dengan membebankan pada
dalam tahun yang sama;

(7) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya
dibcbankan pada belanja tidak terduga;

(8) Pengembalian scbagaimana dimaksud pada ayat (6), harus didukung dengan bukti yang
lengkap dan sah.

Pasal 9

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap
dan sah;

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Carikatas

(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum
rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa;

(4) Pengeluaran kas desa schagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja desa
vang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan
Petinggi:
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(5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib
wmmmmmwm#mwummmm
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan
pembiayaan yang digunakan untuk: ; . + A
a umﬂqﬁd:ﬁn‘tmmmupabihmalindpmdmmlehhkmﬂdmpmm
belanja:
b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanjalangsung;
¢. mendanai kewajiban lsinnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum
disclesaikan.

(2) Dana cadangan.
a. Dana cadangan dibukukan dalam rckening tersendiri atau disimpan pada kas desa
b. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah
ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan;
e xmmmmmmmmmﬁmmmmrh
BAB V1
PERUBAHAN APBDesa
Pasal 11
(1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sehelumnya
harus digunakan dalam tahun berjalan:

¢. Kecadaan darurat;
d. Kcadaan luar biasa.

(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran,
kecuali dalam keadaan luar biasa.

(3) Perubahan APBDcsa terjadi bila Pergescran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja
dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa.

(4) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yailu Keadaan yang
menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan
dalam tahun berjalan.

(5) Pendanaan Keadaan Darurat.
(6) Pendanaan Keadaan Luar Biasa.

(7) Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara
penctapan pelaksanaan APBDesa.

BAB VIl

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA

Bagian Pertama
I/mum
Pasal 12

(1) Petinggi dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara
Desa.



(2) Penctapan Bendahara Desa schagaimana dimaksud ayat (1), harus dilakukan sebelum
dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Petinggi.

Bagian Kedua
Penatausahaan Penerimaan
Pasal 13

(1) Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan:
a. Buku kas umum;

b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
¢. Buku kas harian pembantu;

(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan pencrimaan  uang yang mcn}ndm
langgungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pencrimaan kepada Petinggi paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri
dengan:

a. Buku kas umum;
b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
¢. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Pengeluaran
Pasal 14

(1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa;

(2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus discsuaikan pada Peraturan Desa tentang
APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP);

(3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2). harus disetujui oleh Petinggi melalui
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);

{4]Haduhunﬂmnqiihnmmmnﬂmﬁawﬂmwmmgmm§ﬁad§mwmg
jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Petinggi paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya.

(5) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran
meliputi:

a. Buku kas umum;

b. Buku kas pembaniu perincian obyek pengeluaran;
¢. Buku kas harian pembantu.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Pasal 15

(1) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:
a. Buku kas umum
pengeluaran yang sah;
c. Bukti atas penyetoran PPNjPPh ke kas negara.



BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDESA

Bagian Pertama
Penetapan Pertanggungjawaban Peluksanaan APBDesa

Pasal 16

(1) Carik menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBDesa dan Rancangan Keputusan Petinggi tentang Pertanggungjawaban Petinggi.

(2) Carik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan kepada Petinggi untuk dibahas
bersama BPD;

(3) Berdasarkan persetujuan Petinggi dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka
WMmmmngwm&mmnmm

{-I}.lmgkn waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 1
(satu) bulan setclah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kedua

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBDesa

Pasal 17

(1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Petinggi
tentang Keterangan Pertanggungjawaban Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
avat (3), disampaikan kepada Bupati melalui Camat;

(2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
setelah Peraturan Desa ditetapkan.

BAB IX
PENGELOLAAN ADD DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 18

(2) ADD dialokasikan oleh Pemerintah Dacrah bersumber dari bagian dana perimbangan
kecuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah paling sedikit 10 % (sepuluh persen)
setelah dikuramgi belanja pegawai.

(3) Dana Bagi llasil Pajak dan Retribusi Dacrah dialokasikan oleh Pemerintahan Kabupaten
untuk peningkatan kesejahteraan Petinggi dan Perangkat Desa yang bersumber dari Bagi
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang ditetapkan scbagai berikut :

a. Bagi Hasil Pajak Dacrah sebesar paling sedikit 10 % (scpuluh perseratus) dari realisasi
penerimaan Pajak dalam APBD tahun berjalan.

b. Bagi Hasil Retribusi Dacrah tertentu sebesar 2,5 % (dua setengah perseratus) dari realisasi
penerimaan Retribusi APBD tahun berjalan.

Pasal 19

(1) ADD diberikan kepada Desa vang berasal dari bantuan Pemerintah Dacrah terbagi dalam 2
bagian yaitu :
a. 60 % (enam puluh per seratus) dibagikan kepada scmua Desa secara rata-rata.
b. 40 % (empat puluh per scratus) diberikan kepada Desa dan dibagikan secara
proporsional dengan mempertimbangkan :
(a) Luas Wilayah Desa ;
(b) Jumlah Penduduk Desa ;



(¢) Jumlah Kepala Keluarga Miskin ;
(d) Realisasi PBB Desa satu tahun sebelumnya.

(2) Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Dacrah yang diberikan kepada Desa yang
berasal dari bantuan Pemerintah Daerah terbagi dalam 2 bagian yaitu :
a. 20 % (dua puluh per seratus) diberikan kepada semua Desa secara rata-rata.
b. 80 % (delapan puluh per seratus) yang diberikan kepada Desa dan dibagikan secara
proporsional dengan mempertimbangkan :
(a) Luas Wilayah.
(b) Jumlah Penduduk.
(c) KK Miskin.
(d) Sctoran PBB Tahun sebelumnya
(¢) Jumlah hasil tanah bengkok desa
() Jumlah Aparat Pemerintah Desa.

BAB X

ARAH PENGGUNAAN
SUMBER KEUANGAN DESA

Bagian Pertama
Arah Penggunaan Alokasi Dana Desa
Pasal 20

(1) ADD di pergunakan untuk Pembiayaan Operasional Kegiatan Pemerintahan Desa
sebesar 30 % .

(2) ADD di pergunakan untuk Pembiayaan Aksclerasi Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70 %.

(3) Rincian penggunaan dana ADD, Bagi Hasil dan Retribusi Dacrah schagaimana dimaksud ayat
(1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut olch Bupati.

Bagian Kedua
Arah Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Pasal 21

(1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan
Petinggi dan Perangkat Desa agar Penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa yang
berasal dari hasil Bengkok desa, ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Dacrah serta
pendapatan lainnya yang sah paling sedikit sama dengan UMR Kabupaten Jepara atau sesuai
dengan kemampuan keuangan Desa yang diberikan setiap bulan dan ditetapkan dalam
APBDes.

(2) Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi bagi Petinggi, Carik, dan Perangkat Desa
lainnya dilaksanakan secara proporsional.

(3) Rincian penggunaan dana ADD, Bagi Hasil dan Retribusi Dacrah sebagaimana dimaksud
pada pasal (1) dan (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

(4) Bagi Perangkat Desa yang merangkap scbagai Penjabat atau yang menjalankan tugas sebagai
Carik atau Perangkat Desa lainnya, maka yang bersangkutan mendapatkan pembagian Dana
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari salah satu jabatannya tersebut ;



Bagian Ketiga
Arah Penggunaan
Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten

Pasal 22
(1) Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat dapat digunakan untuk tunjangan penghasilan
(2) Bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten digunakan untuk
percepatan atau akselerasi pembangunan desa.

Hibah dan Sumbangan
Pasal 23

(1) Pemberian Hibah dan Sumbangan kepada desa, tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak
penyumbang kepada desa.

(2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak
dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

(3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDesa.

(4) Seluruh bantuan keuangan lainnya dimasukkan dalam APBDesa tahun berjalan.

(5) Meckanisme pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan petunjuk
Teknis Operasional yang berlaku.

Bagian keempat

Mekanisme Penyaluran
Pasal 24

(1) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank vang ditunjuk;

(2) Petinggi mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Dacrah serta bantuan kevangan lainnya kepada Bupati melalui Camat setelah
dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;

(3) Mckanisme Pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau
disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi dacrah kabupaten.

Bagian Kelima
Mekanisme Pencairan
Pasal 25

(1) Mekanisme Pencairan Dana ADD

a. Tahap 1 sebesar 20% apabila desa telah membuat dan mengirimkan APBDesa dan
Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Desa kepada Bupati lewat Camat;

b. Tahap 11 (30%), Tahap I11 (30%) dan Tahap IV (20%), apabila petinggi telah melaporkan
kepada camat rekap penggunaan Dana yang diterima oleh Desa minimal 75%
berdasarkan SPJ vang masuk;

¢. Pencairan Alokasi Dana Desa lewat transfer di Bank Pemerintah;
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d. Pengambilan Alokasi Dana Desa disesuaikan dengan Anggaran per Kegiatan yang ada di
DPA Desa, diajukan oleh petinggi kepada Bank sctelah mendapatkan rekomendasi camat
setempat selaku Ketua Tim Monitoring dan Fvaluasi.

(2) Mekanisme Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
a. Tahap | apabila desa sudah membuat dan mengirimkan APB Desa dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa kepada Bupati lewat Camat;

b. Tahap II, Tahap III dan Tahap IV apabila Petinggi telah melaporkan kepada Bupati lewat
Camat Surat Pertanggungjawaban penggunaan Dana yang diterima oleh Desa pada tahap
sebelumnya:

Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi lewat transfer di Bank Pemerintah.
Pengambilan dana oleh bendahara desa dengan rekomendasi dari Camat.

&0

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan
Pasal 26

(1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa.

(2) Pembinaan dan pengawasan Pemcrintah Kabupaten schagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi:

a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Dacrah;

b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyclenggaraan keuangan desa yang
mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-
jawaban APBDesa;

¢.  Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;

d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan adminsitrasi keuangan desa.

(3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. Memlfasilitasi administrasi keuangan desa;

b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;

c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Dacrah;

d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan
penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 27

(1) Pengawasan Alokasi Dana Desa

a. Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDes maka RAPBDes dan DPA
dievaluasi oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan dan Tim Pengendali Kabupaten;

b. Camat selaku Ketua Tim Monitoring dan Fvaluasi Dana Desa harus melaksanakan
Monitoring dan cvaluasi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa dan melaporkan secara
berkala laporan bulanan penggunaan dana ADD kepada Bupati;

¢. Pengawasan dilakukan sccara optimal oleh aparat Fungsional Pengawasan, BPD dan
masyarakat sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengawasan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
a) Camat melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pengelolaan Dana Bagi Hasil



b) Pengawasan dilakukan secara optimal oleh Aparat Pengawasan Fungsional, BPD, dan
Masyarakat sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN
ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN APBDes

Bagian Pertama
Pelaporan

Pasal 28

(1) Pelaporan Alokasi Dana Desa : ) _

a. Ada kwitansi tanda pengeluaran Desa yang ditandatangani oleh penerima atau pelaksana

kmmmmmmmwmnauMmeﬂ
bermeterai:

b. Bendahara kegiatan membuat SPJ rangkap 4 (empat) 1 (satu) Asli + 1 (satu) copy tetap di
Ml{m)wyd&ﬁmmemdml{m}mpymliﬁmhhhmm
Kecamatan;

c. Petinggi selaku Pengelola Kegiatan di Desa harus menyampaikan laporan realisasi Fisik
dan Keuangan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi tingkat Kecamatan paling lambat
tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya;

d. Camal selaku Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa melaporkan
realisasi Fisik dan Keuangan kepada Bupati setiap bulan sekali paling akhir sctiap tanggal
10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Pelaporan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Dacrah

a. Ada kwitansi tanda pengeluaran Desa vang ditandatangani oleh penerima, bendahara dan
disetujui oleh petinggi rangkap 4 (empat);

b. Bendahara kegiatan membuat SPJ rangkap 4 (empat) | (satu) Asli + 1 (satu) copy tetap di

Desa, 1 (satu) copy dikirim ke Kecamatan dan 1(satu) copy dikinm ke Kabupaten lewat
Kecamatan.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
Pasal 29

(1) Pertanggungjawaban ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan
pertanggungjawaban  APBDesa, schingga bentuk  pertanggungjawabannya adalah
pertanggung-jawaban APB Desa;

(2) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa vang dibiayai dari ADD dan
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Dacrah, adalah sebagai berikut:

a. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dan Bagi
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun vang
dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Dacrah, dan realisasi belanja ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang
dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

(3) Penyampaian Laporan schagaimana dimaksud pada ayat (2 b) dilaksanakan melalui jalur
strukiural yailu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Petinggi ke Tim
Pendamping Tingkat Kecamatan secara betahap:
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(4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan schagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat
laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan
kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;

(5) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan maka Tim Pendamping
schagaimana dimaksud pada ayat (4), dibchankan pada Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten diluar dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak
dan Retribusi Dacrah.

BAB X1l

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30
wmwmmwmm administrasi keuangan desa,
wmmwmmmmﬁmwmm

mi.
BAB X1V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Semua ketentuan yang mengatur mengenai Pengelolaan keuangan desa wajib menyesuaikan
dengan berpedoman pada Peraturan ini paling lambat 6 (cnam) bulan.

Pasal 32
Pumlmmulnbwlakupadawmdlm
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Lampiran | Peraturan Bupati Jepara
Nomor :

Tanggal
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

m SRS ASRRE IR BARASRERS KF‘CMT*N LA R R L L e L]
TAHUN ANGGARAN

URAIAN

TAHUN

TAHUN
BERJALAN

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

Hasil Usaha Desa

m A L

arewa

Hasil Kekayaan Desa

Tanah Kas Desa : (*)

Tanah Desa

Py AP T r—

Pasar Desa

Pasar Hewan

Tambatan Perahu

_Bangunan Desa

Tkan dikelola Desa

1.1.27 Lain-lain Kekayaan Milik Desa )
1.1.2.8 T s ey et
I13 | Hasil Swadaya dan Partisipasi .
L13.1 R e m—— ~.
114 | Hasil Gotong Royong
L.L5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang
sah
L1S.1 TR R i .
1.2 | Bagi Tasil Pajak:
1.2.1 i hasil
122 Bagi hasil PBB
1.3 | Bagi Hasil Retribusi -
— 1.4 | Bagian Dana Perimbangan Kcuangan
Pusat dan Daerah 4
(1.4 ADD
142 ey on ‘
1.5 | Bantuan Kevangan Pemerintah
1.5.1 | Bantuan Keuangan Pemerintah: —y
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1.5.1.1 T SO BT
1.52 Bantuan Keuangan Pemerintah
Provinsi
1.5.2.1 DR s sticaciiiiiifiitcn i s
1.53 Bantuan Keuangan Pemerintah
1.5.3.1 Dana Tambahan penghasilan tetap
Petinggi dan Perangkat Desa
1532 . Rl - -
1.54 Bantuan Keuangan Desa lainnya :
1.54.1 PRYIRINTAND..
1.6 | Hibah
1.6.1 Hibah dari 1
1.6.2 Hibah dari pemerintah provinsi
1.63 Hibah dari pemerintah kabupaten/kota
164 Hibah dari badan/lembaga/organisasi
swasla
1.6.5 Hibah dari kelompok masyarakat/
perorangan
1.6.6 TN =
1.7 | Sumbangan Pihak Ketiga
1.7.1 Sumbangan dari ...........
1.7.2 1 SO
JUMLAH PENDAPATAN
2 BELANJA
2.1 | Belanja Lungsung R
2.1.1 Belanja Pegawai/lHonorarium : ]
2.1.1.1 Honor tim/panitia o
2.1.12 e i
2.12 Belanja Barang/Jasa : i
2121 Belanja per] dinas
2122 Belanja bahan/material
2.1.23 N —p——p——
2.13 Modal
12.1.3.1 ' Belanja Modal Tanah |
2132 Belanja Modal jaringan
2.1.33 B e s eben
2.2 | Belanja Tidak Langsung__
2.2.1 Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap
223 Belanja Hibah i
223.1 -
224 Belanja Bantuan Sosial :
2.24.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2242 I 2
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2.2.5 Belanja Bantuan Keuangan
B R TRILM
226 ﬂkw AP © ALY
226.1 Keadaan darurat -
2.2.6.2 Bencana alam
(2263 T e T ™
.

| — JUMLAH BELANJA
3 PEMBIAY AAN

L A e ——| ———— . — DD
3 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

! (SILPA) tahun
312 Hasil penjualan kekayaan Desa vang
dipisahkan.

3.1.3 | Penerimaan Pinjaman

3.2 | Pengeluaran Pembiayaan
3210 Pembentukan Dana €
322 Penyertaan Modal Desa
s b— L

JUMLAH PEMBIAVAAN - =2
PETINGGI
: ::Il T
*  Tansh Kas Desa atau istilah lainnya seperti : Tanah Titi Sara,
Suguh Dayoh, Bengkok, Bondo Deso, kokoan, Timbul,



Sisa kas . Rp.

( cocecirnrnmisrnrsnssssssarsaressnnssnss S S, . - I <+--... dengan huruf)
Terdiri dari :
-

*iittivlt-u-l-l-l--l-ﬂw dEEERSsSEEEEEEE RS .

MENGETAHUI BENDAHARA DESA,
KEPALA DESA,

R S L SIS ETIFE NI R LY ]

Koo fﬂhinmnmh“pmuuh
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kax ataw pengeluaran kas
Kodom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas ataw pengeluaran kas
Aclom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas ataw pengeluaran kas

Kolom 5 diisi dengan jumiah rupiah penerimaan kas

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
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BUKU KAS PEMBANTU
mcmﬂunmmm .
nm msew LR Kmrm R R Ry
TAHIJHANGGAIAH
NOMOR BKU TANGGAL NOMOR STS & BUKTI JUMLAH
|__PENERIMAAN | SETOR |  PENERIMAANLAINNYA | (Rp) |
2 3 ' s
Rp.
Jumiah s/d bulan lalu Rp.
Jumiah s/d bulan ini Rp.
... tanggal ... .
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,
KEPALA DESA,
Cara Pengisian :
Kolom | diisi dengan nomor wrut
Kolom 2 diisi dengan Nomeor BKU penerimaan
Kolom 3 diisi dengan Tanggal Penyetoran STS Bukti Penerimaan lainnva
Kolom 4 diixi dengan Nomor STS Bukti penerimaan lainmya.
Kolom 5 diisi dengan jumiah rupiah setoran STS Bukii penerimaan lainnva
BUPATI JEP.
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P . e ——
L_FPENEL't AN sunaT HENDRO MARTOJO
J ; | PARAF |
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lampiran IV Peraturan Bupati Jepara
Nomor :

Tanggal

BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN
m SERsaERRssERERRRRREEREeS m*mtm R LR L L LS .

TAHUN ANGGARAN
No. NOMOR BKU TANGGAL | NOMORSPP & BUKTI | JUMLAH
URUT | PENGELUARAN | PENGELUARAN |  PENGELUARAN LAINNYA (Rp.)
3 2 E 3 el 5
q 4 e |
- —
B - JUMLAH __ 1 ]
Jumiah bulan ini Rp.
Jumiah s/d bulan lalu Rp.
Jumiah s'd bulan ini {Rp. b
.. tanggal ...
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,
KEPALA DESA.
Cara Pengisian :
Audom | diisi dengan nomor wru

Kolom 2 diisi demgan Nomor BK U pengelwaran

Kolom 3 ditsi dengan Tanggal Pengetuaran SPP Bukii Pengeluaran lainmva

Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP/Bukii pengeluaran laimmva

Kolom § diisi dengan jumiah rupiah Pengeluaran SPP Bukti pengeluaran lainnya.
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BUKU
DESA .......
No,
URUT TANGGAL IJI!:HH
1 2 3 4 {
L Y
JUMLAH
BEE S w L
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,
KEPALA DESA,

Cara Pengisian :

Kodom | ditsi dengan nomor urul penvrimaan alau pengeluaran kas pengeluaran
Kolum 2 dicsi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan wraian penerimaan kax atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumiah rupiah penerimaan kas.

Kolom § diisi dengan jumiah rupiah pengelwaran kas.
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.
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BUKU
DESA .......
No,
URUT TANGGAL IJI!:HH
1 2 3 4 {
L Y
JUMLAH
BEE S w L
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,
KEPALA DESA,

Cara Pengisian :

Kodom | ditsi dengan nomor urul penvrimaan alau pengeluaran kas pengeluaran
Kolum 2 dicsi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan wraian penerimaan kax atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumiah rupiah penerimaan kas.

Kolom § diisi dengan jumiah rupiah pengelwaran kas.
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.
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